BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka
diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan :

1. Majelis Pengawas Notaris dalam semua tingkatan melaksanakan pelayanan
publik karena dalérﬁ hﬁélékukah tu‘gas dah : fuhgsinya mengawasi kerja
Notaris. Sedangkan di dalam Pasal 70 huruf g UUJN dan Pasal 13 ayat (2)
huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengatur bahwa MPN
juga bertugas untuk menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat,
ketentuan ini secara eksplisit memberikan ketegasan bahwa MPN
menyelenggarakan pelayanan publik yaitu pelayanan jasa dan pelayanan
administratif karena pengawasan yang dilakukan oleh MPN khususnya yang
berasal dari laporan masyarakat merupakan bentuk jasa yang diberikan
kepada masyarakat ‘karena MPN délam bekerja ‘menggunakan anggaran
negara, sedangkan substansi pengawasan yang dilakukan oleh MPN adalah
pelayanan administratif karena melakukan kegiatan pengawasan sampai
pengambilan keputusan terhadap Notaris yang terbukti bersalah melanggar
tugasnya atau ketentuan dalam UUJN yang nantinya keputusannya
disampaikan dalam bentuk putusan MPN vyang sifat keputusannya

administratif dan mengikat terhadap Notaris dimaksud.
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2. Mekanisme atau tata cara pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia
dalam menyelesaikan laporan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh
Majelis Pengawas Notaris dilakukan melalui pelaporan masyarakat ke
Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan maladministrasi yang
dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Prosedur penyelesaian meliputi
pencatatan atau registrasi laporan masuk, melakukan pemeriksaan laporan
formil dan materil, Kketika - dinyatakan berwenang maka dilakukan
pemeriksaan subétahsi : r‘nlelipu‘ti ‘permin‘ta.an | klarifikasi, investigasi,
pemanggilan maupun mediasi dan upaya yang terakhir adalah Rekomendasi.
Dalam kasus pelapor yang melaporkan Notaris di Karawang tersebut, terjadi
dugaan belum adanya penjatuhan sanksi oleh MPP terhadap Notaris Dyah
Susilowati, SH, yang setelah dilakukan pemeriksaan dari dokumen yang
diberikan ‘bahwa MPP (telah menjatuhkan putusan MPP Nomor
07/B/Mj.PPN/V/2013 dengan menghukum Notaris yang bersangkutan dengan
sanksi teguran tertulis, putusan MPP tersebut sesuai dengan Pasal 35 ayat (1)
dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. |

Saran

1. Masyarakat dan seluruh pihak tetap dapat selalu melakukan pengawasan
terhadap Majelis Pengawas Notaris dan dapat melaporkan MPN ke
Ombudsman Republik Indonesia jika terdapat dugaan maladministrasi dalam
pelaksanaannya guna pelayanan publik olen MPN dalam pengawasan

terhadap Notaris bisa lebih baik dan MPN selaku penyelenggara pelayanan
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publik juga dituntut untuk selalu bekerja sesuai dengan prosedur dan
memberikan informasi layanan kepada masyarakat agar masyarakat terutama
pelapor mendapat kejelasan dan kepastian dalam pelaporannya.

. Kedepannya terhadap adanya banding, Majelis Pengawas Pusat harus
mengambil keputusan tanpa melakukan pemeriksaan ulang atau dapat
memerintah MPD atau MPW menambahkan memeriksa terhadap hal-hal
yang diragukan bukan memerintahkan MPD memeriksa ulang sehingga
terjadi pengulangan‘ yéng}'rr‘]‘e.rugikén ﬁelapor,‘dén setelah putusan di jatuhkan
agar MPP segera menjalankan putusan dan memberitahukan kepada pelapor

putusan yang telah diputuskan guna mendapat kepastian.
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